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KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR :01 /1 /TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK SKPD) PADA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Menimbang : a.

KABUPATEN LUWU TIMUR,

Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab | huruf
A angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan
Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2025;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Transmigrasi
dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun
Anggaran 2025;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
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3.

8.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pendemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024
Nomor 9);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024
Nomor 33);



10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Persiden Nomor 16 Tahun
2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah  Kabupaten Luwu Timur Nomor  103)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan
Susunan  Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 124);

12. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1/F-04/1/TAHUN

2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala
Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN

KESATU

KEDUA

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA DINAS
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Transmigrasi
dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran
2025 sebagai berikut :

Nama . Ade Endah Ulfiana, SE
NIP : 19730712 201001 2 005
Pangkat : Penata TK. I/1ll.d

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai
berikut :

a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan
jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan
diketahui/disetujui oleh PPTK;

b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan LS
Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;



KETIGA

c
d
e.
f.
g9

Melakukan verifikasi SPP;
Menyiapkan SPM;
Melakukan verifikasi harian dan penerimaan;

Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal 06 Jan ri 2025

mbina Utama Muda
10511 199912 1001



